PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 JO UNDANG- UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN by Zammila, Rizka
 DAFTAR KEPUSTAKAAN 
 
A. BUKU 
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 
Rajawali Pers, Jakarta. 
Bryan A. Garner (editor in chief), 1999,  Black’s Law Dictionary, Seventh 
Edition, West Group, ST.Paul USA 
Evi Hartani, 2009, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta. 
Adami Chazawi,2016,  Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Rajawali 
Pers, Depok. 
Andi Hamzah, 2005, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana 
Nasional dan Internasional, PT. Raja Garafindo Persada, 
Jakarta.  
Djoko Tribawono, 2013, Hukum Perikanan Indonesia, PT. Citra Aditya 
Bakti, Bandung. 
Erdianto Efendi, 2011,  Hukum Pidana Indonesia, Rafika Aditama, 
Bamdung. 
Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, Pertanggungjawaban Korporasi 
dalam Hukum Pidana, Sekolah Tinggi Hukum bandung, 
Bandung. 
Gatot Suparmono, 2011, Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di 
Bidang Perikanan, Rineka Cipta, Jakarta.  
Mahrus Ali, 2011, Dasar Dasar Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakartarta.  
Nunung Mahmudah, 2015, lllegal fishing Pertanggung Jawaban 
Korporasi di Wilayah Perairan Indonesi,Sinar Grafika,Jakarta. 
Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, UI PRESS, 
Jakarta. 
 Sutan Remy Sjahdeni, 2017, Tindak Pidana Koporasi dan Seluk Beluknya, 
Kencana, Jakarta. 
Teguh Prasetyo, 2013,  Hukum Pidana , Rajawali Pers, Jakarta. 
 
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 
Tahun 2009 tentang Perikanan.  
Undang-Undang Nomor  9 Tahun 1985 tentang perikanan 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang- Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Penanganan Perkara Tindak  Pidana oleh Korporasi 
 
C. JURNAL 
Jurnal TNI AL 
Abdul Qadir Jaelani, Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: 
Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam 
Membangun Poros Maritim Indonesia, volume 3, nomor 1, 
Juni 2014. Dikutip dari Marhaeni Ria Siombo, Hukum 
Perikanan Nasional dan Internasional, PT Gramedia Pustaka 
Utama, Jakarta,2010. 
Johanis Leatemia, Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan, volume 23, 






 D. WEBSITE 
http://maritimnews.com/berpotensi-membahayakan-ekspor-perikanan-
indonesia-pemerintah-soroti-kembali-kasus-pusaka-benjina-










E. DOKUMEN LAIN 
Henry Campbell Black , Black Law Dictionary  With  Pronounciations, 
West Publishing, St. Paul Minn, 1983 dikutip dari Elwi Danil, 
Korupsi (Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, PT. 
Raja Garafindo Persada, Jakarta, 2011. 
Nani Mulyani, 2018, Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana dan 
Pertanggungjawaban pidananya dalam Hukum Pidana, 
Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 
 
 
